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BUPATI BONE,

bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya
manusia yang sehat, cerdas, dan produktif serta
pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan,
dilakukan percepatan penurunan stunting,

bahwa percepatan penurunan stunting
dilaksanakan secara holistik, integratif dan
berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan
sinkroniasi diantara Pemerintah Kabupaten Bone,
Pemerintah Desa dan Pemangku kepentingan;
bahwa dengan diberlakukannya Peraturan
Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024
sehingga Peraturan Bupati Bone Nomor 75 Tahun
2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting
perlu diubah,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu menetapkan peraturan Bupati Bone tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Nomor 75
Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan
Stunting.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063),
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sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia  Nomor 6801);
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan
peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);




7.

10.

11

13.

o
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang
tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6623);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa
Nomor 6178);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang
Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
188);
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor
82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 130);
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang
Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan
Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
288);
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Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269 /
MENKES/PER/XI/2011 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup bersih dan
Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 755);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun
2014  tentang Pemantauan Pertumbuhan,
Perkembangan dan Gangguan Tumbuh Kembang
Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1524);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114
Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun
2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan
Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 158);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015
tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme
Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
159);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015
tentang Pendampingan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 157);
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Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun
2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program
Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1223);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun
2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018
tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
149);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
611);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun
2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 272);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman
Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
untuk  Mendukung  Pelaksanaan  Kegiatan
Intervensi Pencegahan  Stunting Terintegrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 530);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun
2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 868);

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat
(Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3
Tahun 2017);

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11
Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran
2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun
2023 Nomor 11).
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 75
TAHUN 2023 TENTANG PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Berita Daerah Kabupaten
Bone Nomor 75 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan
Stunting diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Pemerintah Desa/Kelurahan berperan dalam pelaksanaan
Konvergensi percepatan penurunan dan pencegahan Stunting di
tingkat desa/kelurahan.

(2) Peran pemerintah desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), meliputi:

a.

melakukan konvergensi  dalam perencanaan  dan

penganggaran program dan Kkegiatan pembangunan

desa/kelurahan untuk mendukung pencegahan stunting;
memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan
memanfaatkan paket layanan intervensi gizi prioritas;
memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta
mengkoordinir pendataan sasaran dan pemutakhiran data
cakupan intervensi secara rutin;

menyediakan insentif dan operasional serta kebutuhan lain

yang diperlukan bagi pelaku percepatan penurunan stunting

di tingkat desa/kelurahan yang besarannya ditetapkan

melalui musyawarah desa/kelurahan dalam penetapan RKP

desa/Renja kelurahan, dengan rincian sebagai berikut:

1) Insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa
minimal Rp500.000,00/bulan;

2) Insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM) Kelurahan
minimal Rp300.000,00/bulan;

3) Insentif guru PAUD Rp500.000,00/bulan bagi yang Non
PNS untuk PAUD yang dikelola oleh Yayasan Pemerintah
Desa;

4) Biaya operasional bagi KPM desa/kelurahan untuk
pembelian pulsa dan data internet Rp100.000,00/bulan,
guna penginputan data e-HDW, SDGs Desa/Kelurahan,
SIPBM dan IDM,;

5) KPM desa/kelurahan diberikan biaya transportasi yang
bersumber dari dana  operasional pemerintah
desa/kelurahan jika melakukan kunjungan pada
keluarga sasaran;
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6) Insentif Kader Posyandu minimal Rp300.000,00/bulan
setiap desa;

7) Insentif Kader Posyandu minimal Rp200.000,00/bulan
setiap kelurahan;

8) Bidan desa Non PNS yang bertugas bukan sebagai KPM
dapat diberikan insentif sebesar Rp500.000,00/bulan
oleh pemerintah desa;

9) mengupayakan peningkatan Kapasitas kader KPM, BKB,
Posyandu, dan Kader PKK dalam APBDes/Dana
kelurahan wuntuk kegiatan percepatan penurunan
stunting di tingkat desa/kelurahan;

10) KPM dalam melaksanakan tugasnya pendampingan
terhadap masyarakat;

11) KPM dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat
dilakukan pergantian kecuali yang bersang kutan
mundur, sakit, pindah domisili Iuar daerah atau
meninggal dunia sehingga tidak dapat melaksanakan
tugasnya dengan baik.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Bone
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